PERATURAN DAERAH KABUPATEN bAERAH TINGKAT II BANYUMAS
HOMOR 3% TAHUN 1995
TENTANG
USAHA PERTAHBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGRAT 1I BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dengan teiah diserahkannya sebagian urusan
pemerintahan di bidang Pertambangsn dari Pemerin-
) tah Propinsi Dserah Tingkat I Jaws Tengah kepadsa
. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,
maka pengaturan Ussha Pertambangan Bahan Galian
Golongan C menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Banyvumas ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atass dan
dalam rangks memberikan pedoman pembinaan, penga-
wasan serta pengendalian Usaha Pertambangan Bahan
Galian Golongan C, maka dipandang perlu menetap-
kan Peraturan Daerah tentang Ussha Pertambangan
Bahan Galian Golongan C ;

Hengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonanntie)y Stbl.
Tahun 1928 Nomor 226 sebagaimsns telsh beberapa
kali diubsh dan ditambah terakhir dengan Stbl.
Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;

Z2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pemben-
tukan Daerah-daersh Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jaws Tengsah ;

3. Undang~undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembsran Negara
Republik Indonesia Tahun 1857 Nomor 57, Tambahan
Lembsran Negara Republik Indonesis Nomor 12885 ;

4. Undsng-undang Nomor 5 Tahun 1880 tentang Perstu-
ran Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negars
Republik Indonesis Tahun 1980 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesis Nomor 2043) ;




10.

11.

b

13.

Undang-undang Nomor 11 Tshun 1867 tentang Keten-
tuan-ketentusan Pokok Pertambangan (Lembaran
Negara Republik Indonesis Tshun 1867 HNomor 22
Tambahan Lembaran Negsra Republik Indonesia Nomor
2831) ;

Undsng-undang Nomor 1 Tshun 1970 tentang Kesels-
matan Kerjs (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1870 Nomor 1, Tambahan Lembarsn Negars
Republik Indonesisa Nomor 2818) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1874 tentang Pokok-
pokok Pemerintashan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 3037) ;

Undang-undang Nomor 4 Tshun 1982 tentang Keten-
tuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembarsn Negsra Republik Indonesiz Tahun 1982
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negarsa Republik
Indonesia Nomor 3215) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang
Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembarsn Negsra
Republik Indonesis Tahun 1980 Nomor 47, Tambshan
Lembaran Negsrs Republik Indonesis Nomor 3174);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1891 tentang
Sungai (Lembsaran Negara Republik Indonesia Tshun
1981 Nomor 44, Tambshan Lembaran Negars Republik
Indonesis Nomor 3445) ;

Peraturan Pemerintash Nomor 51 Tahun 1983 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembsran
Negasra Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84,
Tambshsn Lembsrasn Negsars Republik Indonesia Nomor
3538 ;

Perasturan Pemerintsh Nomor 8 Tshun 1885 tentang
Penyerahsn Sebagian Urusan Pemerintshan Kepads 28
(dus puluh enam) Dserah Tingkat II Percontohsan
(Lembaran Negsars Republik Indonesis Tahun 1985
Nomor 18, Tambshan Lembaran Negars Republik
Indonesis NMomor 3580) ;

Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor
063 / P / M / Pertamb / 1881 tentang Pedoman
Pemberian Surat Izin Pertambasngan Dsersh Untuk
Bahsn Galian Yang Bukan Strategis dan Bukan Vital
(Bashan Galisn Golongan C) ;




Penyershan Sebagisn Urusan Pemerintshsn Di Bidang
Kepariwisataan Kepada Pemerintsh Kabupaten Daersah
Tingkat II Banyumas ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Dserah Tingkat II
Banyumas Nomor 11 Tshun 1985 tentang Penunjukan,
Penganghkatsn, Kewenangsan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pads
Pemerintash Kabupaten Dsersh Tingkat II Banyumas
(Lembarsn Dsaersh Kabupaten Daerah Tingkst II
Banyumas Tshun 1986 Nomor 5 Seri Dy ;

25. Peraturan Daerash Ksbupaten Dserah Tingkat 1II
Banyumas Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan
Kabupaten Dserah Tingkat II Banyumas (Lembaran
Dserah Kasbupsaten Dsersh Tingkat II Bsnyumas Tahun
1995 Nomor 7 Seri D ) ;

. Dengan persetujuan Dewan Perwakilsan Rakyat Dsersh Ksabupaten
Daerah Tingkat II Banyumss

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT ITI BANYU-
MAS TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN
C. :

BAB 1T
KEETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Persturan Dsersh ini vang dimaksud dengan

a. Daerah adslash Kabupaten Daersh Tingkat II Banyumas ;

b. Pemerintah Daersh adslah Pemerintah Kabupaten Dserah Tingkat
IT Banyumas ;

¢. Bupsti Kepsls Dsersh adalsh Bupati Kepals Dserah Tingkat II
Banyumas ;

d. Dewan Perwskilan Rakyat Daerah adslah Dewan Perwskilan Rakyat
Daerah Kabupsten Dserah Tingkat II Banyumas ;

e. Dinas Pertambangsn adslsh Dinss Pertambangsn Ksbupaten Dsersh
Tingkat II Bsnyumss ;

f. Bahan Galisn Golongsn C sdalsh bsahsan galisn yang buksn strate-
gis dan bukan vital ;

g. Ussha Pertambangan Bahsn Gslian Golongan C adalah ussaha per-—
tambangan vyang terdiri stss usshsa eksplorssi, eksploitasi,
pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian
golongan C ;




14.

15.

18.

17.

18.

18.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
863/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungsi, Daerah
Manfast Sungai dan Daerah Penguassan Sungai dan
Bekas Sungsi ;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
458/Kpts/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai
Dalam Hubungasnnya Dengan Penambangan Bshan Galian
Golongan C ;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
1256/K/03/M.PE/1881 tentang Petunjuk Teknis
Pelsksansan Pengawasan Usahsa Pertambsngsn Bahan
Galisn Golongsn C Oleh Pelaksana Inspeksi Tambsang
Daerah (PITDA) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tshun
1982 tentang Pedoman Tarip Retribusi Bshan Galian
Golongan C ;

Keputusan Menteri Dsalam Negeri Nomor 84 Tahun
1983 tentang Bentuk Persturan Daerah dan Peratur-
an Dserash Perubshan ;

Reputusan Menteri Dalsm Negeri Nomor 26 Tshun
1984 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan
Galian Golongan C ;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
388/K/008/M.PE/1985 tentang Pedoman Teknis
penyusunan Upaya Pengelolsan Lingkungan dan Upaysa
Pemantauan Lingkungan Untuk Kegiatan Pertam-
bangan Umum, Minyak dsn Gas Bumi serts Listrik
dan Pengembangan Energi ;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
1211 .K/008/M.PE/1985 tentang Pencegahan Dan
Penanggulsngan Perusakan dan Pencemaran Lingkung-
an Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum.

Peraturan Dsersh Propinsi Dsersh Tingksat I
Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1890 tentang Pengelo-
laan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah ;

Peraturasn Dsasersh Propinsi Daersh Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Di Bidang Lalu Lintas Dan
Angkutsn Jalan, Pekerjaan Umum Pengsairan, Peker-
jaan Umum Bina Margas, Pekerjaan Umum Cipta Karys,
Pertambangsn, Tenags Rerja, dan Pensmbahan




Surat Izin Pertambangan Dserah yang selanjutnya disebut SIPD
adalah kuasa pertambsngsn vyang berisikan wewenang untuk
melakukan semua atasu sebsgian tahsp usahs pertambangsn bahan
galian golongan C ;

Eksplorasi adalsh segals penyelidikan geologi pertambangan
untuk menetapkan lebih teliti/seksams kebersdsan dan sifat
letakan bahan galian ;

Eksploitasi adalah wusshs pertambangan dengsn msksud untuk
menghasilkan bshan galisn dan memanfaatkannys :

Pengolahan/ pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu
bahan galian serts untuk memanfaatkan dan memperocleh unsur-
unsur yang terdapat pads bahan galian itu ;

Pengangkutan adalah segsls ussha pemindahan bahan galian dan
hasil pengolashan/ pemurnian bshan galian dari wilaysh eks-
plorasi, eksploitasi, rengolahan/pemurnian atau tempat pen-
Jualan;

Penjuslan adalah segals usahs penjualan bahan galian dan hasil
pengolahan/ pemurnian bahan galian.

BAB 1II
MAKSUD DAN TUJUAN

Passal 2

Maksud dan tujuan Persturan Dasersh ini adalah

a.
b.
c.

memberikan dssar hukum bagi pemberian SIPD ;

memberikan dasar hukum bagi pemungutaﬁ Retribusi SIPD ;
memberikan dssar hukum bagi pembinaan dan rengswasan serts
pengendalian Eksplorasi, Eksploitasi pengolahan/pemurnian,
pengangkutan dan penjuslan bahan galian golongan C ;

sebagai dasar dalam rangks menjsaga, memelihara dan melestari-

kan lingkungsan hidup.
BAB IIT
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Passal 3

Jenis bshan gslisn golongan C sebagaimsns dimaksud dalsm Pasal 1,
huruf f sdsalsh

m o 00 o

Pasir ;

Batu Andesit ;
Kerikil ;
Tanah urug ;
Batu kspur ;
Tansh liat ;
Sirtu.
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BAB IV

USAHA PERTAMBANGAN

o
)

sal 4

(1) Usaha pertambangan bahan galian golongan C hanys dapat
dilskuksn dengan SIPD.

(2) Usaha pertambangan bahan gslisn golongan C hanys dapat dilaku-
kan oleh
a. Perorangan vang berkewarganegarasn Indonesia dan bertempat
tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang
bertempat tingggsl di Kabupaten Dasersh Tingkat II Banyumss
tempat terdapatnys bahan galian golongan C ;

b. Badan Ussha Milik Negars;

¢. Perusashsan Daersh 5

d. Koperasi ;

e. Badan Hukum swasts vang didiriksn sesusi dengan ketentusn
" Peraturan Perundang-undangan vang berlaku, berkedudukan di

Indonesis mempunysi pengurus yang berkewargsnegsrsasn
Indonesia serts bertempat tinggal di Indonesia dan mem-
punyai ussha di bidang pertambangan ;

f. Perusahaan dengan modal bersams antars negara/Badan Usshs
Milik Negara disatu pihak dengsn Daerah Tingkat II atau
Perusahaan Daersah di pihak lain.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Pertams
‘ Wewenang Pemberian Izin
Pasal 5

(1) Setiap orang atau badasn usahs vang skan mendirikan, memper-—
luss, stan memindahkan seluruh atsu sebagian usshs pertam-
bangan bahan galian golongan C di Daersh wajib terlebih
dahulu memiliki SIPD dari Bupsati Kepsla Daersh.

(2 SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelsh
Seémusa persyaratan terpenuhi dari Dinas Pertambangan berdasar-
kan koordinssi dengan Instansi terksit.

(3) Untuk melskukan semus nsahs pertambangsn Eksplorssi,
Eksploitasi, pengolahan}pemurnian, pengangkutan dan penjuslan
atau sebsgian tahap usshs pertambangan bshan galian golongan
C dapat diberiksn 1 (satu) SIPD dan astan masing-masing kegis-
tan ussahs pertambangan diberiksn 1 (satu) SIPD.

&




(4> SIPD sebsgaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipin-
dahtangankan tsnpa izin dari Bupati Kepsls Daerah.

Pasal 6

(1) Setisp memberiksn SIPD hsarus dipertimbangksn sifat dan besar-
nya endapan serta kondisi lingkungan dan kemampuan pemohon
baik teknis msupun administratif.

(2) Bupati Kepsls Dsersh dalam memberikan izin menetapkan persys—
ratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi
oleh pemegang SIPD.

Pasal 7

Setiap SIPD ysang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah sebagsimans
dimaksud dalam Passl 4 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu)
jenis bahan galian golongan C.

Bagian Kedus
Tats Cara Permohonan SIPD
Pssal 8

(1) Permohonan SIPD diasjukan secara tertulis kepada Bupati Kepala
Daerah melalui Dinas Pertsmbangan menurut bentuk vang telsh
ditetapkan.

(2) Untuk mendapatkan SIPD sebagaimsnas dimaksud dalam ayat (1)
pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan
oleh Dinss Pertambsangasn dengan dilampiri:

a. foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akta
pendirian Badan Usahs bagi pemohon Badan Hukum ;
b. denah lokasi pertambangan untuk luss wilayah maksimal 1 Ha

(satu hektar); '

surat pernystaan tentang status tanah;

surat pernvatasn sanggup mengelola lingkungan ;

rencansa kerja usahs pertambangan;

referensi Bank dan NPWP;

rekomendasi dari Dinas/Instansi terksit bilas diperlukan ;

om o th o Lo

peta situssi wilayah pertambangan skals 1 : 1000 untuk
luass wilayah lebih dari 1 Ha (satu hektar) sampsi dengan 5
Ha (lims hektar).

{3} Untuk permohonan satu SIPD hanya dapat disjukan oleh satu
pemohon untuk satu wilayah pertambsngan dan satu jenis bahan
galian.
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(4>

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Apabils untuk wilsyah yvang sama diajukan beberaspa permohonsn
vang memenuhi sysarat, maka pertama-tama mendapat penyelesaian
ialah permohonan ysng terdahulu.

Ketentuan dan tata cara permohonan SIPD diatur lebih 1lanjut
dengan Keputusan Bupati Kepala Dsersh.

Bagiasn Ketiga
Luss Wilsysh SIPD
Paszsl 9

Luas Wilaysh SIPD ditetapksan sebagai berikut

a. untuk perorangan seluss maksimal 5 Ha (lima hektar) untuk
bahan galian golongan C yang sejenis dslam 1 (satu) lokasi
diberikan 1 (satu) SIPD ;

b. untuk Badan Hukum (termasuk Jjugs Koperasi) seluas msksimal
5 Ha (lima hektar) untuk bshan galian golongan C yang
sejenis dalam 1 (satu) lokasi dapat diberikan 1 (satu)
SIPD dan atau maksimsl 5 (lima) SIPD.

SIPD dengan 1luas wilayah lebih dari 25 Ha (dus puluh lims
hektar) diberikan SIPD oleh Gubernur Kebala Daerah Tingkat I
Jaws Tengah dan yang menggunakan alat berat atau bahan pele-
dak dapat diberikan SIPD setelsh mendapat persetujusn dari
Gubernur Kepsls Daerah.

Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah pertambangsan dengan
mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentn dari
wilayahnya dengan persstujuan Bupati Kepsals Daersh.

Bupati Kepsala Daerah dengan pertimbangan-pertimbangan terten-
tu dapat mengurangi dan atau menutup sebagian atauy selurnh
wilayah pertambangan.

Bagian Keempat
Masa Berlskunya SIPD
Pasal 10

SIPD berlaku selams usshsa vang bersangkutan masih berjalan,

- dengan ketentusn maksimsl 5 (lima) tahun dan hanya dapat

(2}

diperpanjang untuk sstn kali.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud dslam ayat (1) disjuksn
dalam wsaktu selambat-lambatnys 3 (tiga) bulan sebelum ber-
akhir masa berlaku SIPD.




Bagian Kelims

Pemindahtanganan Izin

Pasal 11

(1) Dalam hal Pemegang SIPD meninggal dunia atau karena sesustu
sebab tidak lagi menjadi Pemegang SIPD, maka shli waris atau
orang-orang vyang mendapatkan hak daripadanya dalam waktu
selambat-lambsatnysa 4 (empat} bulan terhitung sejak tanggsl
meninggalnys Pemegang SIPD atau ssat terjadinys tindakan
prengalihan hak, wsajib mengajukan permohonan balik nams kepads
Bupati Kepals Daersh melzlui Dinas Pertambangan

(2) Permohonan bslik nams sebsgaimana dimaksud dalam ayat (1),

dilampiri
a. foto copy KTP bagi pemochon perorangan atau foto copy akts
‘ pendirian Badan Usahs bagi pemochon Badan Hukum ;

b. SIPD yang bersangkutasn beserts lampiran-lampirannys ;

c. Surat keterangan kemstian Pemegang SIPD dan surat pernya-
taan tidak berkeberstan dari para ahli waris;

d. Burat perjaniian pemindshan hak vyang dilegalisir oleh
Pejabat wilayah setempat stau pejabat lain yang berwenszng.

Bagian Keenam
Kewajiban Pemegang SIPD

Pasal 12

Pemegang SIPD berkewsijiban melaksanakan ketentuan sebagai beri-

kut: .

. menciptaksn keselasmatsn keria, pendamansan teknis dsn lingkung-
an hidup sesuai ketentuan-ketentusn vang berlsku dan melaksa-
nakan petunjuk-petunjuk dari Dinas Pertambangan ;

b. memelihars fasilitss umum vang dipergunakan;

c. memfungsikan bekas lashan bshan galian golongan C sesuai
dengan kondisi topografi, geografi, kondisi geologis dan hal-
hal yang bersifat kondisionsal lainnya ;

d. memberikan laporan secars tertulis atas pelaksanaan usahanysa
setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Pertambangan 3

e. memberikan laporan kepads Bupati Kepsls Dserah atas penemuan
bashan galian dan benda berharga yang tidask disebutkan dalam
SIPD ;

f. mematuhi semua syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD.
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Bagian Ketujuh
Pencabutan Izin

Pasal 13

(1) SIPD tidak berlaku lagi karena

a. masa berlskunya izin telsh berakhir dan tidsk diperpan-
jang ; ~

b. dikembalikan kepads Bupsti Kepala Daerah sebelum ber-
skhir jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang
bersangkutan ; ‘

¢. terhitung 4 (empat) bulan sejsk meninggalnya Pemegang
SIPD atau terjadinys perslihan hak stsas SIPD ahli waris
atau orang-orang yang mendspatksn hak daripadanya tidak
mengsjukan permohonén balik nams.

(2) SIPD dicabut karens

(3)

(43

(3)

(1>

a. diperoleh secara tidak sah ;

b. Pemegang SIPD tidak melakssansksan ussha pertambangan bahan
galisn golongan € dslam jangka waktu 6 (enam) bulsan
setelah diberikan izin;

c. Pemegang SIPD melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur
dalsm Peraturan Dserah ini dan atau persyaratan yang
tercantum dalam SIPD

d. Pemegang SIPD melakssnskan usahsa pertambangan selain yang

ditetapkan dalam SIPD ; )

lokasi tempat usshs dibutuhkan oleh Pemerintsh untuk

kepentingsn umum atsu sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan Rencasna Tats Ruang Kota/Dsersh.

@

Pencabutan SIPD sebagaimana dimaksud dslam ayat (2), didahu-
lui dengan peringatan sebanysk 3 (tiga) kali kepada Pemegang
SIPD.

Pencsbutan SIPD sebsgsimsns dimsksud deslam syat (2), diberi-
tahukan secara tertulis kepada Pemegang SIPD dengan menyebut-
kan slasan-slasannys.

Dalam hal SIPD dicsbut sebagsimans dimaksud dalam ayat (2),
maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal diterimanys pemberitahuan pencabutan, Pemegang
SIPD wajib segera menghentikan kegiatan usahanys dan mengo-
songkan wilaysh SIPD.

BAB VI
PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH
Pasal 14
Pelaksanaan usahs pertambangan bahan galian golongan C harus

sudah dimulai selambat-lambatnys 6 (enam) bulan sejak SIPD
dikeluarksn.
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(2) Apabils dalsm jangks waktu B (enam) bulasn sebsgsimsns dimsk-
sud dslam ayat (1) belum dapat dimulasi, Pemegang SIPD harus
memberikan laporan kepads Bupati Kepala Daersh melalui Kepals
Dinas Pertambangan dengan disertai alasan-alasan vang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diper-
panjang apabila alssan-slasan yang diajukan sebagaimansa
dimaksud dalam ayst (2) dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

(1) Apabila dalam pelaksanaan usahsa pertambangan bahan galian
golongan C dapat menimbulkan bahays dan merussk lingkungan
hidup, Pemegang SIPD diwajibkan menghentikan kegiatannya dan
mengusahakan penanggulangan serts segera melaporkan kepads
Bupati Kepsls Dsaersah.

(2) Dalam terjadinys atau diperhitungkan akan terjadinya bencans
vang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak
lingkungan hidup karena ussahs pertambangan bahan galian

" golongan C, Bupsti Kepala Dasersh dapat mencabut SIPD.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan usahs pertambangan bahan galian golongan C,
pembuangan sisa-sisa bahan galian yang tidak terpaksi dan air

limbahnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan
ketentuan Persturan Perundang-undangan yang berlakn.

Pasal 17

Pemakaian bshan peledak untuk usshs pertambangan bahan gsalian
golongan C mengikuti ketentusn Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

. BAB VII
HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN HAK-HAK ATAS TANAH

Pasal 18

(1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari
usahanya pada segsla sesustu yang berads di stss tansah kepadsa
vang berhak atas tanah di dalam lingkungan wilayah pertambang-
an maupun di luarnya dengsn tidak memandang apakah perbuatan
itu dilakukan dengan stau tidak dengan sengaja, msupun yang
dapat ztau tidsk dapat diketshui terlebih dshulu.

(2) Kerugian yang disebabkan oleh kegiatan ussha pertambangan 2
(dua) Pemegang SIPD stau lebih, dibebankan kepada mereks
berssma.
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Pasal 18

Apsbils telah didspat SIPD stas sesuatu daerah atau wilayah
menurut ketentuan yang berlsku, maka kepada mereka yang berhsak
atas tansh diwajibkan memperbolehkan pekerjasan Pemegang SIPD
melaksanakan kegiatannya.

BAB VIII
IURAN PERTAMBANGAN DAERAH
Pasal 20

(1) Pemegsng SIPD berkewajiban membayar Iuran Pertambangan Daersh
sebagai berikut

a. Iuran tetap, terdiri dari

1) Iuran Eksplorsasi sebesar Rp. 15.000,00 (lims belss ribu
rupiah)/Ha/Tahun ;

2) Iuran Eksploitssi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh
lima ribu rupiah)/Ha/Tahun.

b. Iursn Produksi (Iuran Eksplorasi dsan Eksploitasi) sebagsi
berikut

1) Passir sebesar Rp. 500,00 (lims ratus rupish) setiap
ton ;

2) Batu Andesit
8) Batu untuk blok/ ornamen sebessar Rp. 3000,00 (tiga
ribu rupish) setisp ton;
b) Batu Kali dan bstn gunung sebesar Rp. 1000,00
(seribu rupish) setiap ton;
3) RKerikil sebeszsar Rp. 500,00 (lims rstus rupish) setisp
ton ;
‘ 4) Tanah urug sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
setiap ton ;
5) Batu kspur sebessr Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh
rupiah) setisp ton ;
By Tansh list
a) Tahan sapi sebessr Rp. 1.500,00 (seribu lims ratus
rupiah) setiap ton;
b} industri untuk semen, keramik dan lain-lsin sebesar
Rp. 1.500,00 (seribu lims ratus rupiash tisp tonj
c) Bangunan Bata, Genteng dan lain-lain sebesar
Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) setisp ton;
7) Sirtu sebesar Rp. 500,00 (lima rsatus rupish) setiap
ton.

(2) Untuk SIPD pengolahan/pemurnian, SIPD pengangkutan, SIPD
penjualan dikenakan iuran masing-masing sebessr Rp.100.000,00
(seratus ribu rupish) setisp tshun » Sepanjang semus SIPD
tersebut Pemegangnys bukan 1 (satu) orasng stau 1 (satu) badan
hukum.




(3) Pemungutsn iuran prdduksi sebagaimans dimaksud dalsm syat (1)

huruf b dilakukan dengan menggunakan sistem/cara sebagai
berikut

a. Sistem Hulu atsu sistem laporasn dsri Pemegang SIPD;

" b. Sistem Musra astau melslui kontrsktor stau premakai lainﬁya

(4>

(5)

(1>

(2)

(1)

oV}

(2)

(33

(4

selaku wajib pungut (WAPU);
¢. Sistem Karcis atsu Sistem Tol/ dengan benda berharga,
d. Bistem lsin yasng dipandang perlu.
Untuk pelskssnaannys disesusiksn dengan 51tua*1 dan kondisi
tempat terdaspatnys bahan galisn golongan C.

Pungutan iuran produksi sebagaimasna dimsksud dslam syat (1)
huruf b, jugs berlasku bagi Pemegang SIPD pengolahan/pemurni-
arn, penganghkutsan dan penjualan sepanjang bahan galian golong-
an C yang diusshakan belum terkens pungutan iuran produksi
pads waktu eksploitasi.

Semua hasil penerimaan sebasgsimana dimsksud dalsm syat (1),
(2), (3) dan (4) disetor secars bruto ke Kas Daerah Kabupsten
Daerah Tingkat II Banyumsas

Pasal 21

Pelaksanaan perhitungan, penetspan dan pemungutan retribusi
sebagaimans dimsksud dsalsm Psssl 20 dilskukan oleh Dinas
Pertambangan.

Tatacara pemungutan iuran Pertambangan Daerah aksn diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupsti Kepals Daerah.

BAB IX

UANG JAMINAN

Pasal 22

Untuk menjamin ketertiban dan kesanggupan pelaksanaan
eksplorasi, Pemegang SIPD wajib memberikan nang Jjaminan
eksplorasi.

Untuk pencegahan dan penanggulangsn terhadap gangguan dan
pencemaran sebagai akibat Usaha Pertambangan bsahan galisan
golongan C dapat dilsksanakan dengan baik, maks Kepala Dinas
Pertambangsn mengusulkan kepada Bupsti Kepals Dsersh untuk
menetapkan sejumlsh usng Jjaminan reklamasi yang harus
disetor.

Uang Jaminan sebagsimana dimaksud dalam ayat (1) dan aysat
(2), dapat dismbil oleh pemegsng SIPD setelah melaksanskan
kewajiban-kewajibannys.

Uang jaminan sebagaimsna dimaksud dalam ayat (1) dan ayst (2)
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepsals
Daerah.
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BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Passal 22

Pembinaan, pengawasan dan pengendslian terhadap pemegang SIPD
dilakuksn oleh Dinss Pertambangsn, baik secara struktursl
maupun fungsional.

Pengawasan fungsioﬁal sebagsimana dimasksud syat 1 distur
lebih lanjut dengsn Keputusan Bupsati Kepala Dsersh.

Pengawasan umum atas pelaksanassn Peratursn Dsersh ini dilaku-~

kan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas.

Untuk kepentingsn pembinsan, pengawassn dan pengendalian
sebagaimana dimaksud dslam ayast (1), diberikan bisya opera-
sional vyang besarnys ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Kepala Dserah dan dicantumkan dslam Angga:an Pendapstan dan
Belanjs Daerah.

Passal 24

Pengawasan terhadap pelaksansan Usaha Pertambasngan bahan
galian golongan C ditujuksn untuk mssalsh administrasi dan
produk=i, pengaturan kesmsnan, keselamstsn kerja, efisiensi,
efektifitas pekerjssn serts keamsnan lingkungsan pertambaﬁgan.

Untuk pelaksanaan pengswasan sebagaimana dimsksud dalam ayat
(1), pemegang SIPD wajib menerima kedatangsn petugas pengawss
dan memberiksn data yang diperlukan.

Pengaturan terhadap pelskssnsan pembinaan, pengawasan dsn
pengendalian diatur lebih lsnijut dengan Keputusan Bupati
Kepals Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentusan sebsgsimana dimaksud dalam
Pasal 5 dan Pasal 12, diancam pidana kurungan selasma-lamanysa
3 (tiga) bulsn stsu dends setinggi-tingginys Rp. 50.000,00
(lima puluh ribu rupish).

Tindak Pidsns sebagsimsns dimsksud dalsm ayat (1), _sdslsh
Pelanggaran.
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(2}
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BAB XII

PENYIDIKAN

Pasgl 28

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat jugs
dilakukan oleh Peiabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintsh Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan
sesuali dengan ketentuan Persturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri S5ipil sebagaimanas dimsksud dalasm ayat (1), berwensng

a. menerima laporan atau pengsduan dari seseorang tentang
sdanya tindsk pidans;

b. melakuksn tindakan pertama pada saat itu di tempat keja-
dian serts melakukan pemeriksasn;

c¢. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memerikss tands
pengenal diri tersangks;

d. melakukan penyitasn bends dan stsu surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksas sebagai
tersangks stau saksi;

g. mendatangkan orang shli yang diperluksn dalam hubungan

dengan pemeriksasan perkars;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti
atau peristiwas tersebut bukan merupaskan tindask pidana dan
selanjutnya melalui Pejabat Penyidik Umum memberitahuksn
hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangks atan keluar-
ganys;

i. mengadsakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakasn tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai

Negeri 8Sipil sebagaimans dimaksud dalam ayat (1), wajib
mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

BAB XIII
EETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 27

Setisp orang atsu Badan Usaha yang pada sast berlakunya
Peraturan Daserah ini telah melaksanskan kegiatan sebagaimans
dimaksnd dalam Passl 3, dan telsh memiliki izin ussha berds-
sarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah ads
sebelumnya, maks dslam waktu selambat-lambatnysa 1 (satu)
tahun sejak berlakunys Peraturan Daerah ini harus mengajukan
permohonan izin sesusi dengan Peraturan Daserah ini.
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(Z) Setiap orang atau Badan Ussha yasng telah melskukan kegiatan
sebagsaimana dimaksud dalsm Pasal 3 dan belum memiliki 1izin,
maka dalam waktu selambst-lambatnya 3 (tiga) bulan sejsk
berlaskunya Persturan Dasersh ini, harus mengsjukan permohonan
izin sesusai dengan Peraturan Daersh ini.

Pasal 28
Hal—ﬁal vang belum distur dsalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannys skan diatur lebih lanjut oleh Bupsati
Kepala Daerah. N

~
|

Pasal 29

Peratursn Dserah ini ﬁﬁlai berlasku pada tsnggal diundangkan.

¢

Agar supsays setisp orang daspsat mendetshuinys memerintah-
kan pengundangan Pérsturan Dsaserah ini dendsn penempatannya
dalam Lembsran Daerah Kabupaten Daserah Tingkst II Banyumas.

L Te

o : ) Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggasl 20 Oktober 1985
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I1.

Pungutan ini merupsksn sumber pendspsatan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumss, hal ini sejalan dengan
dengan Pasal 60 ayst (1) Undang-undang Nomor 5 Tshun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daersah vang menyebutkan
bahwa Dserah dapat mengadakan usaha-usaha sebagsi sumber
pendapatan Daersh.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Passl 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Bahan Galian Golongan C dalam
' Pasal ini adalah merupakan
urusan rumah tanggs Dsaersh

Tingkat II Banyumsas yvang

diberiksan berdasarkan

Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Tingkst I Jawa tengah

Nomor 2 Tahun 1995. Untuk

jenis bahan galian golongan C

lain selain yang disebut

dalam Pasal 3, masih menjadi

wewenang Pemerintah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengsah.

Passl 4 s/d Pasal 12 : Cukup jelss.
Passl 13 : Ketentusn ini dimasksudkan

agar pemegang SIPD benar-
benar melakukan usahs pertam-

bangan.

Pasal 14 s/d Pasal 19 ~: Cukup Jelas.

Pagal 20 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelss.

Fagal 20 syat (3) : Untuk sistem muara baik uﬁtuk
proyek Pemerintah maupun

Swasts pungutan iuran pertam-
bangan dapat dihitung sebesar
1 % (satu perseratus) dari
dana proyek/biaya keseluruhan
pembangunan.

Pasal 20 ayat (4) : Pada prinsipnya iuran produk-
si dikenakan kepada pemegang
SIPD eksplorasi dan eksploi-
tasi, nsmun demikisn Bahsn
Galian Golongan C vang belum

dikensakan iuran produksi
pelaksanaannya dikenskan padsa
pemegang SIPD : pengolahan

dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan Bahan Galian
Golongan C.




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMORjg TAHUN 1985
TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dibusat dalam rangksa pelsksanasn
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelengga-
raan otonomi Daerah dengan Titik berat pads Daerah Tingkst II
dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 1885 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemer-
intahan Pemerintah Propinsi Daersah Tingkat I Jawa Tengsh di
Bidang Lalulintas dsan Angkutan Jalan, Pekerjsan Umum Binsa
Marga, Pekerjasn Umum Cipts Karys, Pertambangan, Tenzags
Kerja, Sosisl dan Penambahsn Penyerahan Sebsgian Urussn
Pemerintashan di Bidsng Kepariwisstssn kepada Pemerintsh
Kabupaten Daerah Tingkst II Banyumas.

_ Selams ini untuk urusan pertambangsn Bahan Galian Go-
longan C dalam Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (
SIPD) oleh Pemerintah Kabupaten Daersh Tingkat II Banyumas
masih mendasarkan pads Peraturan Dserah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengsh Nomor 7 Tshun 1985 sebagai mana telah
diubsh dengsan Peratursn Daersh Propinsi Daerah Tingkat I Jaws
Tengah nomor 15 Tahun 1988 dan nomor 8 Tahun 1994. Sehinggs
dengan dikeluarkannyas Peratursn Dsersh Propinsi Daersh Ting-
kat I Jawa tengah Nomor 2 Tahun 1995 urusan Pertambsasngan
Bahan Galian Golongan C sebagian menjadi urusan rumah tanggsa
Daerah Tingkat II Banyumas.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah tingkat II
Banyumas memandang perlu untuk menetapkan Usaha Pertambangan
Bahan Galian Golongsn C dalam Peraturan Daerah.

Sejalan dengan adanys pelimpahan kewensngan dalam urusan
Pertambangan Bshan Galisn Golongan C kepads Pemerintah RKabu-
paten Daersh Tingkst II Banyumas, maka sebagai konsekwensinys
Usahs penertibsn, pembinsan dan pengawasan atas Usaha Pertam-
bangan Bahan Galisn Golongan C perlu ditingkatkan puls.

Guna meningkstkan pendapatan Daersh maka perlu digsli
sumber pendapatan Daersh baru dari sektor Pertambangan
Daerah. Atas dassr itu setiasp pemnberian SIPD disamping
dikensksn kewaiiban membayar iuran tetap dan iursn produksi
dikenakan puls biays peizinan.
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FPa=zsal 20 ayat (5 Cukup Jjelas.

Pasal 21 s/d Pasal 29 : Cukup jelss.
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